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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang penulis lakukan ternyata masih
terdapat banyak tindakan penyalahgunaan wewenang dari oknum polisi dalam
melaksanakan tugasnya, yang membuat citra Kepolisian menjadi tidak baik dan
membuat kepercayaan masyarakat pada Kepolisian menjadi menurun.

Dilihat dari kasus oknum polisi yang menjadi pelindung sekaligus menjadi
pemain dalam perjudian sabung ayam di wilayah Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah dan tidak diketahui bagaimana sanksi yang diberikan pada
oknum polisi tersebut, selain itu kasus oknum polisi di Bandung yang menabrak
pengendara motor dan pengendara motor malah di tilang oleh oknum polisi
tersebut dan oknum polisi terbebas dari sanksi karena tidak ada yang melaporkan
kejadian tersebut. Selain dari kasus-kasus tersebut, terdapat kasus oknum polisi
yang tidak dilengkapi surat perintah dalam menjalankan tugas dan di hukum
dengan sanksi berdasar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 9 huruf e yaitu mutasi
bersifat demosi dan huruf f yaitu pembebasan dari jabatan dan ditahannya oknum
polisi Polsek Waelengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
yang menjadi pelindung dari judi kupon putih oleh kejaksaan Jambi.

Dilihat dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan
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tindakan penyalahgunaan wewenang belum sepenuhnya di implementasikan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

B. Saran

Dengan belum sepenuhnya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan
wewenang, maka masih diperlukan peran dari masyarakat untuk membantu
mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi, sehingga
oknum-oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi
bahkan dihilangkan, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman, tentram
dan tertib dalam kehidupan.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian masih perlu melakukan
pembinaan bagi anggota kepolisian sehingga tidak melakukan tindakan
penyalahgunaan wewenang dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
mengenai perlunya peran masyarakat untuk membantu tugas polisi dalam
melaporkan apabila ada oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan
wewenang dalam melakukan fungsi dan tugasnya karena masyarakat masih terlalu
takut untuk melaporkan oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan
wewenang dalam melakukan tugasnya, sehingga cita-cita supremasi hukum dapat
terlaksana oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik

Indonesia.
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